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PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR         /PERMEN-KP/2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN 

PERIKANAN NOMOR PER.10/MEN/2011 TENTANG IZIN BELAJAR BAGI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN 

DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar Bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan belum sepenuhnya 

mengakomodir Pegawai negeri Sipil di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar Bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
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  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 108); 

  4. Peraturan  Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2000 tentang 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia 2002 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4194); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4019); 
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  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5670); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

  10.  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 

  12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 

2015; 

  13. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 

tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian 

Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri; 
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  14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); 

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas 

Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil; 

  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar 

dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

NOMOR PER.10/MEN/2011 TENTANG IZIN BELAJAR BAGI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar 

Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 146), diubah sebagai berikut: 
 

Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) 

ketentuan baru, yakni Pasal 12a, yang berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 12a 

(1) Kewajiban pegawai izin belajar tidak meninggalkan 

tugas sehari-hari sebagai PNS dan menaati ketentuan 

jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 

dikecualikan apabila meninggalkan tugas jabatan 

sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi. 

(2) Pegawai izin belajar yang diizinkan meninggalkan tugas 

sehari-hari dengan izin pimpinan instansi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), adalah pegawai dengan 
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formasi Calon Dosen yang mengambil izin belajar 

karena persyaratan pendidikan untuk menduduki  

jabatan. 

(3) Izin meninggalkan tugas sehari-hari karena 

melaksanakan izin belajar bagi pegawai  paling banyak 

2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu untuk program 

Strata 2 (S2). 

(4) Pimpinan instansi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 

 
 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

SUSI PUDJIASTUTI 


